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KATA PENGANTAR  

 

Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat-Nya Modul 
Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa ini dapat 
diselesaikan. Terima kasih kami sampaikan atas peran masukan dari berbagai 
pihak dan melalui pembahasan yang intensif dengan para widyaiswara lingkup 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ – LKPP. 

Penyusunan modul “Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan 
Barang/Jasa” untuk Pelatihan PBJP Tingkat Dasar versi 4  berdasarkan pada 
Surat Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ Nomor 
8116/Pusdiklat/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Tim Penyusun Program 
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4. 

Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat 
digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk 
lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa. 
Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah dan peraturan turunannya. 

Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc, kami sampaikan terima 
kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan LKPP dan semua 
pihak yang memberikan sumbangsih masukan konstruktifnya. Diharapkan 
modul ini dapat membantu para peserta pelatihan dalam memahami Tujuan, 
Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga 
dalam pengelolaannya menjadi lebih profesional. Modul ini diharapkan menjadi 
acuan bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelatihan 
tersebut.  

Masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat diperlukan 
untuk kesempurnaan penulisan modul ini. Demikian Modul ini dibuat semoga 
bermanfaat. 
 
 

Jakarta,     Agustus 2021 
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Pengadaan Barang/Jasa  
 
 
 
 
 
Hardi Afriansyah  
NIP.  196904212002121001 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

 

A. Petunjuk Bagi Peserta  

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal bagi peserta, maka 

modul ini digunakan dengan langkah- langkah sebagai berikut:  

1. Peserta membaca dan memahami dengan seksama uraian-uraian materi 

dalam modul ini. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta dapat 

bertanya pada Widyaiswara/Fasilitator/Narasumber yang mengampu 

kegiatan belajar.  

2. Kerjakan setiap latihan dan evaluasi materi yang ada dalam modul ini, 

untuk mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki 

terhadap materi yang akan dibahas dalam kegiatan belajar.  

 

B. Petunjuk Bagi Widyaiswara/Fasilitator  

Dalam setiap kegiatan belajar Widyaiswara/Fasilitator harus: 

1. Membaca dan memahami isi modul ini.  

2. Menyusun bahan ajar dan skenario pembelajaran untuk mata pelatihan 

dalam modul ini.  

3. Membantu peserta dalam merencanakan proses belajar.  

4. Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan 

dalam tahap materi dalam modul.  

5. Membantu peserta dalam memahami konsep, praktik dan menjawab 

pertanyaan peserta mengenai proses belajar  

6. Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber 

tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.  

7. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut 

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang 

prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil 

pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa merupakan bagian strategis dalam 

pencapaian tujuan pembangunan nasional Republik Indonesia. Pengaturan 

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kebijakan yang sangat penting dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

mengalami perubahan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu pasal yang 

mengalami perubahan adalah pasal terkait dengan Tujuan Pengadaan 

Barang/Jasa yang disesuaikan dengan arah kebijakan dan tujuan nasional. 

Perubahan tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian bahan ajar termasuk 

modul untuk Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Pemahaman terkait dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika 

pengadaan barang/jasa pemerintah sangat penting untuk dipelajari sebagai 

fondasi bagi insan pengadaan dalam menjalankan Pengadaan Barang/Jasa 

yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan, kebijakan, 

prinsip dan etika yang akan dibahas dalam modul ini sesuai dengan yang diatur 

dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah.  

Di dalam modul ini kita akan membahas tujuan, kebijakan, prinsip dan 

etika yang dibahas dalam masing-masing bab tersendiri. Modul ini merupakan 

bagian dari bahan ajar untuk Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat 

Dasar/Level 1. Di setiap bab akan dibahas dan diulas terkait dengan uraian 



 

                                            Materi 2: Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ | 2  Pelatihan PBJP Tingkat Dasar  
Versi 4, 2021 

untuk tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Melalui 

modul ini diharapkan peserta dapat semakin mengerti tujuan, kebijakan, prinsip, 

dan etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sudah ditetapkan dalam 

peraturan melalui penjelasan dan contoh-contoh yang disampaikan.  

 

B. Deskripsi Singkat 

Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa 

dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. Tujuan dari 

Pengadaan Barang/Jasa baik yang dilakukan melalui swakelola maupun 

penyedia barang/jasa adalah mendapat nilai manfaat yang sebesar-besarnya 

(value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam 

negeri, peningkatan peran usaha mikro dan usaha kecil, serta pembangunan 

berkelanjutan. Kebijakan dari Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi dalam 

mencapai tujuan Pengadaan Barang/Jasa. Prinsip adalah kebenaran yang 

menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya (KBBI, 2018). Jadi 

prinsip pengadaan adalah sikap (attitude) yang menjadi pokok dasar berpikir 

dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Etika adalah ilmu tentang apa 

yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral/akhlak 

(KBBI, 2018).  Jadi etika pengadaan adalah norma yang mengatur tindakan 

yang harus dilakukan dan tindakan yang dilarang dalam melaksanakan 

Pengadaan Barang/Jasa. 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran tatap muka untuk materi ini 

adalah: ceramah, diskusi, tanya jawab, dan brainstorming. Media pembelajaran 

yang digunakan dalam pembelajaran tatap muka antara lain: modul, slide 

bahan tayang, papan tulis/white board, papan flipchart, LCD, komputer dan 

multimedia lain, sound system, media pembelajaran lain yang diperlukan. 

Alokasi waktu untuk materi ini yaitu 2 JP Pembelajaran Mandiri dan 2 JP 

Pembelajaran Tatap Muka. 
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C. Tujuan Pembelajaran 

1. Kompetensi Dasar 

Setelah modul dan bahan ajar materi ini selesai diajarkan, diharapkan 

peserta mampu menjelaskan tujuan, kebijakan, prinsip serta etika Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

 

2. Indikator Hasil Belajar 

Setelah mempelajari modul dan bahan ajar materi ini peserta diharapkan 

mampu menjelaskan: 

a. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

b. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

c. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

d. Etika Pengadaan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

 

D. Materi Pokok 

Dalam modul ini terdapat 4 Materi Pokok yang disampaikan dalam 4 Bab 

yaitu dengan sub bab diuraikan masing-masing sebagai berikut: 

1. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 

a. Uraian Materi 

b. Latihan  

c. Rangkuman 

d. Evaluasi 

e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

2. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 

a. Uraian Materi 

b. Latihan  

c. Rangkuman 

d. Evaluasi 

e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

3. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 

a. Uraian Materi 

b. Latihan  

c. Rangkuman 
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d. Evaluasi 

e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

4. Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: 

a. Uraian Materi 

b. Latihan  

c. Rangkuman 

d. Evaluasi 

e. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
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Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta 
diharapkan mampu menjelaskan tujuan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah  

BAB II 

TUJUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

 

A. Uraian Materi 

Penerapan value for money akan menghasilkan barang/jasa yang tepat 

dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari berbagai aspek yang meliputi: 

1. Aspek kualitas  

2. Aspek kuantitas  

3. Aspek waktu  

4. Aspek biaya  

5. Aspek lokasi, dan  

6. Aspek penyedia 

 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah dan perubahannya memberikan kejelasan dan kepastian hukum 

dalam pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan 

Presiden ini diharapkan dapat menciptakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah yang value for money sehingga akan berdampak pada peningkatan 

pelayanan publik. 

 Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas  Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:  

1. Menghasilkan Barang/Jasa yang Tepat dari Setiap Uang yang 

Dibelanjakan, Diukur dari Aspek Kualitas, Kuantitas, Waktu, Biaya, 

Lokasi, dan Penyedia 

Penjelasan yang lebih rinci sehingga setiap unsur tujuan tersebut 

menjadi lebih akurat dan terukur dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini: 
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Tabel 2.1 Penjelasan Aspek Ketepatan Pengadaan Barang/Jasa 

No Aspek Penjelasan Contoh 

1 Kualitas  Kualitas/Mutu barang/jasa 
yang diadakan sesuai 
dengan kebutuhan. Tidak 
terlalu tinggi spesifikasinya 
sehingga menjadi terlalu 
mahal, apalagi terlalu rendah 
spesifikasi sehingga tidak  
dapat memenuhi kebutuhan 
pengguna barang/jasa.  

Suatu Kecamatan di Provinsi 
Jaya Raya membutuhkan 1 
unit kendaraan operasional 
dalam kota, paling lambat 
bulan Agustus 2018, maka 
lebih tepat pengadaan mobil 
MPV 1300 sd 1500 CC. 
Kurang tepat jika diadakan 
mobil SUV 4x4 2700 CC atau 
diadakan kendaraan roda 
tiga. 

2 Kuantitas Kuantitas barang/jasa yang 
dibeli sesuai dengan 
kebutuhan atau barang/jasa 
yang diadakan tidak berlebih 
atau kurang dari yang 
dibutuhkan 

Mengadakan sesuai jumlah 
yang dibutuhkan yaitu 1 unit 
kendaraan 

3 Waktu  Waktu kedatangan 
barang/jasa yang dibutuhkan 
tidak terlambat atau lebih 
cepat sehingga 
membutuhkan tempat 
penyimpanan lebih lama dari 
yang seharusnya 

Kendaraan dikirim sesuai 
waktu yang diperlukan yaitu 
bulan Agustus 2018. 

4 Biaya Biaya yang dikeluarkan 
untuk Pengadaan 
Barang/Jasa (termasuk 
harga barang/jasa) 
dilaksanakan secara 
akuntabel. 

Harga dalam kontrak 
kendaraan sesuai dengan 
harga wajar dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

5 Lokasi barang/jasa yang diterima 
tepat pada lokasi yang 
membutuhkan.  

Penyedia mengirim 
barang/jasa sesuai lokasi  
ditentukan dalam kontrak 
yaitu Kecamatan Jaya Raya. 

6 Penyedia  Penyedia wajib memenuhi 
kualifikasi sesuai dengan 
barang/jasa yang diadakan 
dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Dilakukan dealer/ATPM 
merek MPV. 
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2. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri  

Produk dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang 

bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh 

perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia.  

Penggunaan produk dalam negeri diharapkan: 

a. Menumbuh kembangkan produksi dalam negeri. 

b. Menghidupkan industri pendukung dan bahkan industri baru.  

c. Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.  

d. Dapat memperkuat terjadinya transfer teknologi.  

e. Menggerakkan roda perekonomian nasional. 

(Sumber: UU No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian dan Permenperin 

No. 2 tahun 2014) 

Contoh PBJ yang menggunakan produk dalam negeri:  

TNI/Polri yang menggunakan produk senjata dan kendaraan lapis baja 

produksi PT. PINDAD. 

 

3. Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi 

Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, Usaha Mikro 

adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha 

yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan 
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melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan 

pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan 

perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan 

Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan perangkat 

daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) 

dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Sebagaimana Badan Usaha pada umumnya, 

koperasi juga dapat terdiri dari koperasi besar dan koperasi kecil, 

peningkatan peran koperasi dalam tujuan pengadaan ini utamanya 

ditujukan kepada koperasi dengan skala kecil. 

Penyedia usaha besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan 

pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan 

dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan di 

bidang yang bersangkutan. Kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara mendorong 

badan usaha milik negara untuk mengutamakan penggunaan hasil 

produksi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan 

Barang/Jasa. Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah 

untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro, Usaha 

Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa. 

Contoh PBJ yang meningkatkan peran UMK dan Koperasi:  

a. memperbanyak paket untuk usaha kecil dan koperasi tanpa 

mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, 

kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.  
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b. melakukan konsolidasi paket dengan menyediakan paket untuk UMK 

dan Koperasi 

 

4. Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional  

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, 

baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi. 

Contoh PBJ yang meningkatkan peran pelaku usaha nasional: 

Pengadaan helikopter untuk operasi SAR dengan melibatkan pelaku 

usaha nasional dalam perakitan dan modifikasi pesawat. 

 

5. Mendukung Pelaksanaan Penelitian dan Pemanfaatan Barang/Jasa 

Hasil Penelitian  

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan 

keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau 

ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan menarik kesimpulan ilmiah bagi 

keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Tujuan dari 

kegiatan penelitian adalah untuk memperoleh inovasi dan invensi 

teknologi. Inovasi merupakan kegiatan untuk menambah manfaat dari 

teknologi yang sudah ada. 

Contoh PBJ untuk penelitian: Pembuatan prototype pesawat N 219 type 

amphibi dilakukan oleh LAPAN dan PT. DI. 

 

6. Meningkatkan Keikutsertaan Industri Kreatif 

Industri kreatif adalah Industri yang berasal dari pemanfaatan 

kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan 
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kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan 

pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. 

Beberapa tujuan yang didapat dari peningkatan keikutsertaan 

industri kreatif antara lain: 

a. Menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh 

suatu negara 

b. Menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif 

c. Mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran 

d. Memberikan dampak sosial yang positif 

e. Menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan positif 

f. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan 

(sumber: Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan 

Ekonomi Kreatif) 

Contoh PBJ meningkatkan keikutsertaan industri kreatif:  

Pengadaan baju seragam batik dengan motif khas daerah untuk 

pegawai. 

 

7. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi dan Memberikan Perluasan 

Kesempatan Berusaha 

Pemerataan ekonomi adalah suatu usaha menciptakan stabilitas, 

dengan upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh 

kalangan masyarakat melalui kepemilikan aset maupun akses. 

Pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik secara geografis dan 

demografis melalui  pemerataan pembangunan. 

Contoh PBJ: 

a. Pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah 

b. Pemerataan pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan  

Memberikan perluasan kesempatan berusaha dilakukan dalam 

rangka mengungkit perekonomian masyarakat. Pengusaha yang belum 

pernah mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah utamanya Usaha 
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Mikro dan Kecil dapat didorong untuk dapat menawarkan, memasarkan 

atau menjual produk-produknya ke pemerintah melalui proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah terbuka dan dengan persyaratan 

yang mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro, Kecil dan juga usaha yang baru 

dirintis. Melalui kemudahan pelaku usaha baru untuk ikut serta dalam 

proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, harapannya akan dapat 

menumbuhkan semangat berusaha bagi calon-calon pengusaha maupun 

pengusaha baru. 

Contoh PBJ: 

a. Memberikan kesempatan kepada pelaku usaha baru dalam 

pengadaan langsung yang dilakukan K/L/PD 

b. Memberi kesempatan pada produsen baru untuk ikut serta dalam 

kompetisi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kemampuan 

produksinya 

 

8. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan 

Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang 

bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara 

ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/ Lembaga/ Perangkat  Daerah  

sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan 

mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan 

siklus penggunaannya. 

Dengan adanya pengadaan berkelanjutan diharapkan  

a. Untuk menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 

berkesinambungan 

b. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat 

c. Menjaga kualitas lingkungan hidup 

d. Pembangunan yang inklusif adalah pembangunan bagi semua 

penduduk Indonesia. Contoh pemerataan pembangunan 

infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia dan kewajiban 

pendidikan dasar 9 tahun untuk semua WNI. 
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e. Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan 

kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

(Sumber: Perpres 59 tahun 2017 tentang pembangunan berkelanjutan) 

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

dan perubahannya, aspek berkelanjutan terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu 

aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan hidup. Upaya 

meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan sehubungan dengan pemenuhan 

aspek ekonomi dan sosial juga dapat tercermin melalui implementasi 

tujuan pengadaan yang lain. Untuk pemenuhan aspek lingkungan dapat 

mengacu pada barang jasa ramah lingkungan yg saat ini telah dikeluarkan 

produknya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

KLHK telah menerbitkan  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 

tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk 

Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup. Peraturan ini 

merupakan bentuk dukungan atas upaya implementasi pengadaan 

berkelanjutan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penggunaan 

barang/jasa dengan label ramah lingkungan hidup merupakan salah satu 

upaya yang dapat dilakukan dalam pengadaan berkelanjutan. Adapun 

Pengadaan Barang dan Jasa dengan label ramah lingkungan hidup dalam 

peraturan tersebut meliputi barang, teknologi, jasa konsultasi, dan jasa 

lainnya. Daftar barang jasa ramah lingkungan dapat mengacu pada web 

klhk : https://sibarjasramling.com/. 

Contoh PBJ yang meningkatkan pengadaan berkelanjutan adalah:  

a. Aspek Ekonomi dan Sosial: Implementasi Pengadaan Barang/Jasa 

sesuai tujuan pengadaan yang lain. 

b. Aspek Lingkungan Hidup: Memilih produk dengan label ramah 

lingkungan hidup dalam Pengadaan Barang/Jasa. 
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B. Latihan  

Cocokkanlah Contoh Pengadaan di kolom tabel sebelah kiri dengan 

tujuan pengadaan di kolom tabel sebelah kanan! 

No Contoh Pengadaan Jawab Tujuan Pengadaan 

1.  Pemerataan pembangunan 
infrastruktur di berbagai 
daerah 
 

 A. Meningkatkan 
pengadaan 
berkelanjutan 

 

2.  Pengadaan Barang/Jasa yang 
ramah lingkungan hidup. 
 

 B. Meningkatkan 
keikutsertaan industri 
kreatif 

 

3.  Pembuatan prototype pesawat 
N 219 type amphibi dilakukan 
oleh LAPAN dan PT. DI 
 

 C. Mendukung 
pelaksanaan penelitian 
dan pemanfaatan 
barang/jasa hasil 
penelitian  

4.  Pengadaan helikopter untuk 
operasi SAR dengan 
melibatkan pelaku usaha 
nasional dalam perakitan dan 
modifikasi pesawat. 
 

 D. Meningkatkan 
penggunaan produk 
dalam negeri  

 

5.  Melakukan konsolidasi paket 
dengan menyediakan paket 
untuk UMK dan Koperasi 

 E. Meningkatkan peran 
serta Usaha Mikro, 
Kecil, dan Koperasi 

6.  TNI/Polri yang menggunakan 
produk senjata dan kendaraan 
lapis baja produksi PT. 
PINDAD. 

 F. Mendorong 
pemerataan ekonomi  
dan memberikan 
perluasan kesempatan 
berusaha 

7.  Mengadakan barang jasa 
dengan tepat kualitas, 
kuantitas, waktu, biaya, lokasi 
dan penyedia 

 G. Meningkatkan peran 
pelaku usaha nasional  

8.  Pengadaan baju seragam 
batik dengan motif khas 
daerah untuk pegawai. 
 

 H. Menghasilkan 
barang/jasa yang tepat 
dari setiap uang yang 
dibelanjakan, diukur 
dari aspek kualitas, 
kuantitas, waktu, biaya, 
lokasi, dan penyedia.  
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C. Rangkuman 

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: 

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang 

dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, 

dan Penyedia;  

2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;  

3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;  

4. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;  

5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil 

penelitian;  

6. Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;  

7. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan 

kesempatan berusaha;  

8. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan. 

 

D. Evaluasi Materi Pokok 

1. Laptop diadakan untuk memperlancar kegiatan yang akan 

diselenggarakan pada awal bulan agustus 2021, terkait hal ini maka 

pengadaan barang/jasa harus tepat …. 

A. Kualitas 

B. Kuantitas 

C. Waktu 

D. Biaya 

2. Upaya menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh 

suatu negara relevan dengan tujuan pengadaan barang/jasa … 

A. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;  

B. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil 

penelitian;  

C. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;  

D. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan 

kesempatan berusaha;  
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3. Penyedia mengirim Laptop sesuai lokasi  ditentukan dalam kontrak yaitu di 

Dinas Sosial Kabupaten XYZ, hal ini relevan dengan tujuan pengadaan... 

A. Biaya 

B. Waktu 

C. Kuantitas 

D. Lokasi 

4. Demi Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan 

kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka 

diperlukan tujuan pengadaan barang/jasa … 

A. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil 

penelitian;  

B. meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;  

C. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan 

kesempatan berusaha;  

D. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan. 

5. Untuk menumbuh kembangkan produksi dalam negeri diperlukan tujuan 

pengadaan barang/jasa … 

A. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;  

B. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;  

C. meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;  

D. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil 

penelitian;  

 

E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 Cocokkan jawaban Anda dengan  kunci jawaban  evaluasi materi 

pokok  yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah  jawaban Anda yang 

benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat 

penguasaan anda terhadap materi pokok. 

Rumus: 

Tingkat Penguasaan = 
                   

                   
 x 100% 
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Arti tingkat penguasaan yang anda capai: 

100%            = baik sekali 

80%              = baik 

0-60%           = kurang 

 

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, bagus! Berarti Anda 

telah memahami materi pokok. Tetapi bila tingkat penguasaan anda masih di 

bawah 80%, anda harus mengulangi lagi materi pokok 1 terutama bagian yang 

belum anda kuasai.  
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Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta 
diharapkan mampu menjelaskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah  

BAB III 

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

 

A. Uraian Materi  

Kebijakan adalah bagian dari strategi untuk mencapai tujuan 

Pengadaan Barang/Jasa. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:  

a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa  

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi identifikasi 

kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran 

Pengadaan Barang/Jasa baik melalui penyedia maupun swakelola. 

Perencanaan tersebut harus dilakukan bersamaan dengan proses 

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 

(RKA K/L) untuk APBN dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat 

Daerah (RKA Perangkat Daerah) untuk dana APBD. 

b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang Lebih Transparan, 

Terbuka, dan Kompetitif 

Pelaksanaan pengadaan mulai perencanaan sampai dengan selesai 

wajib dilakukan elektronik agar proses pemilihan dilakukan secara 

terbuka bagi semua penyedia yang memenuhi syarat-syarat yang 

ditetapkan dalam dokumen Tender/Seleksi/Pengadaan 

Langsung/Penunjukakan Langsung melalui persaingan sehat. 

c. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia 

Pengadaan Barang/Jasa Termasuk Agen Pengadaan  

Kebijakan yang diambil  untuk memperkuat kelembagaan dan SDM 

Pengadaan adalah:  

1) Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan secara terencana oleh 

suatu unit kerja yang terorganisir dan dikelola SDM yang kompeten 

di bidangnya. 
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2) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib membentuk Unit Kerja 

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berbentuk struktural dan 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.   

Contohnya Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Pergub No. 261 

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan 

Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ). 

3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki 

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja 

Pemilihan/Pejabat Pengadaan kecuali yang 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dikecualikan 

dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 74A ayat 4. 

Dalam hal ini Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan 

sebagai PPK, membantu tugas PA/KPA, melaksanakan persiapan 

pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan 

sebagai Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan 

Barang/Jasa. 

4) Mewajibkan PPK/Pokja pemilihan/pejabat pengadaan di lingkungan 

Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI memiliki sertifikat 

kompetensi paling lambat 31 Desember 2023. 

5) Mewajibkan PPK/Pokja pemilihan/pejabat pengadaan yang dijabat 

oleh personil lain memiliki sertifikat kompetensi paling lambat 31 

Desember 2023. 

d. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa  

E-marketplace adalah pasar elektronik yang disediakan untuk 

memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Pengadaan 

Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-Marketplace 

yang berupa: 

1) Katalog Elektronik yang terdiri dari katalog nasional, sektoral dan 

lokal; 

2) Toko Daring (Online Shop);  

3) Pemilihan Penyedia. 
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e. Menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi dan Transaksi 

Elektronik 

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik 

dilaksanakan dengan tujuan untuk: 

1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat 

informasi dunia; 

2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 

3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 

4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk 

memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan 

pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan 

bertanggung jawab; dan 

5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi 

pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. 

(Sumber: UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 

elektronik) 

f. Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 

Produk dalam negeri adalah produk barang/jasa termasuk 

rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi dan dikerjakan 

oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia yang 

dalam proses produksi atau pengerjaaannya dimungkinkan 

menggunakan bahan baku/komponen impor. 

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah nilai penghargaan 

kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena 

memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil 

melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan 

lingkungan, memberdayakan lingkungan serta memberikan fasilitas 

pelayanan purna jual  (UU No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian). 

Penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan 

Barang/Jasa pemerintah sangat merupakan isu yang sangat penting. 
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Hal ini disebabkan oleh penggunaan produksi dalam negeri akan 

membuat aktivitas perekonomian dalam negeri aktif. Kondisi ini 

diharapkan akan bermuara pada membaiknya tingkat kesejahteraan 

masyarakat. 

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika 

terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat 

Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat 

Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Contoh 

kandungan TKDN beberapa produk dapat dilihat pada Tabel 3.1. Nilai 

kandungan TKDN dan sertifikat TKDN produk dalam negeri dapat 

mengacu ke website resmi TKDN Kementerian Perindustrian yaitu 

http://tkdn.kemenperin.go.id/. 

 

Tabel 3.1 Contoh Kandungan TKDN Beberapa Produk Dalam Negeri 

No Nama Produk TKDN  

1 Mesin Perontok Padi 43,21 % 

2 Traktor tangan 42,04 % 

3 Tiang listrik beton 65,54 % 

4 Heated Incubator 43,93 % 

5 Bola futsal 62,72 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 3.1 Contoh Sertifikat Tanda Sah TKDN 

Sumber: http://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=11697 

Gambar  SEQ Gambar \* ARABIC 1. Detail sertifikat tanda sah TKDN 

http://tkdn.kemenperin.go.id/
http://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=11697
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Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah nilai penghargaan 

kepada perusahaan yang berivestasi di Indonesia karena 

memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi melalui 

kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan 

(K3L), memiliki setifikat sistem manajemen mutu, dan memberikan 

fasilitas pemeliharaan dan pelayanan purna jual. Verifikasi atas BMP 

dilakukan oleh  Kementerian Perindustrian dan diberikan kepada 

pelaku usaha dalam bentuk sertifikat Tanda Sah  Bobot Manfaat 

Perusahaan.  

  

Preferensi Harga 

Preferensi harga adalah insentif bagi produk dalam negeri pada 

pemilihan Pengadaan Barang/Jasa berupa kelebihan harga yang 

dapat diterima.  

Ketentuan Preferensi harga sebagai berikut:  

a. Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa 

yang bernilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

b. Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki 

TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima 

persen).  

c. Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua 

puluh lima persen).  

d. Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan 

oleh Perusahaan Nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima 

persen) di atas harga penawaran terendah dari Perusahaan 

Asing.  

 

Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga 

penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. 

Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil 

Evaluasi Akhir. Pemberian preferensi tidak mengubah harga 
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penawaran, tetapi  HEA dapat merubah urutan peringkat pemenang 

Tender/Seleksi. 

 

Hasil  Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan rumus = (1−Kp )× HP 

dengan:  

KP = TKDN x preferensi  

KP = Koefisien Preferensi  

HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmetika  

Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA 

terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan 

sebagai pemenang. 

 

Contoh Perhitungan : 

Penyedia A 

Harga penawaran  : Rp. 8.950.000.000 

TKDN   : 25 % (dari dokumen penawaran  dan telah diklarifikasi) 

Preferensi   : 25 % (sesuai dok pemilihan) 

KP   : TKDN x preferensi = 25 % x 25 % = 0,0625 

HEA   : (1 - KP) x HP 

   : (1-0,0625) X Rp. 8.950.000.000 = Rp. 8.390.625.000 

Dengan cara yang sama dapat dihitung preferensi untuk penyedia yang lain, 

hasil perhitungan dimasukkan ke dalam Tabel 3 di bawah ini: 

 

Tabel 3.2 Contoh Perhitungan Preferensi Harga 

No 
Nama 

Penyedia 

Harga 
Penawaran 

(Rp) 
TKDN 

Preferensi 
Harga 

KP  
HEA (Rp) [1-

KP] x HP 
Perin
gkat 

1 A   8,950,000,000  25 % 25% 
0.062

5 
8.390.625.000              II 

2 B   9,000,000,000  30 % 25% 0.075 8.325.000.000 I 

3 C   9,500,000,000  20 % - -   9,500,000,000 III 

Keterangan: Penyedia C tidak mendapatkan preferensi karena TKDN kurang 
dari 25 % 
 

Penyedia B dengan TKDN lebih tinggi dapat menjadi 

pemenang. Kebijakan penerapan penggunaan produk dalam negeri 
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sangat strategis bagi pembangunan industri nasional dan akan 

memberikan efek ganda yang cukup besar bagi perekonomian 

nasional. 

Standardisasi Nasional Indonesia adalah Standar yang 

ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Ada dua jenis SNI. Jenis pertama adalah yang bersifat wajib, 

contohnya: helm, kompor gas dan jenis yang kedua adalah yang 

bersifat sukarela, contohnya: seragam pegawai, bola futsal. 

Manfaat langsung atas penerapan SNI suatu produk adalah  

1) Bagi Produsen, SNI mendorong produsen akan terus 

melakukan inovasi sehingga produk yang dihasilkannya 

memiliki daya saing di pasar. 

2) Bagi Konsumen,  SNI akan membantu konsumen untuk memilih 

produk yang sesuai antara harga dan kualitasnya 

3) Bagi Pemerintah, SNI membuat pasar di dalam negeri memiliki 

mekanisme perlindungan dari serbuan barang-barang asing 

yang tidak diketahui kualitasnya dan penerapan SNI yang lebih 

luas, maka akan tumbuh dinamika ekonomi baru, di mana para 

produsen akan berusaha untuk mendapatkan SNI atas produk 

mereka, sedangkan di masyarakat akan tumbuh lebih banyak 

lembaga sertifikasi produk yang juga kredibel untuk menilai dan 

menguji suatu produk. 

 

g. Memberikan Kesempatan Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah  

Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang dipergunakan untuk mendefinisikan 

pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Kriteria UMKM dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini. 
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Tabel 3.3 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

No Usaha 
Kriteria 

Kekayaan bersih 
(Rp) 

Omzet (Rp) 

1 Usaha Mikro Maks 50 juta Maks 300 juta 

2 Usaha Kecil > 50 juta – 500 juta > 300 juta – 2,5 Miliar 

3 Usaha Menengah > 500 juta – 10 Miliar > 2,5 Miliar – 50 Miliar 

   Sumber: UU UKM No. 20 tahun 2008 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021: 

1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.  

2) Kementerian/LembagalPemerintah Daerah wajib menggunakan 

produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. 

3) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan 

penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi 

dalam negeri paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari nilai 

anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah. 

4) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan 

nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi. 

5) Nilai Pagu Anggaran pengadaan dikecualikan untuk paket pekerjaan 

yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh 

usaha kecil dan koperasi. 

 

Pemerintah berupaya memberikan kesempatan kepada UMKM 

untuk berpartisipasi dalam belanja APBN/APBD dengan cara : 

1) LKPP dan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah 

memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan 

barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik; 

2) Pengalokasian anggaran barang/jasa 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk penggunaan 

produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam 

negeri; 
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3) PA/PPK/UKPBJ dalam melakukan Konsolidasi untuk paket 

Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang dicadangkan untuk 

Usaha Mikro atau Usaha Kecil dan/atau Koperasi sesuai 

dengan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Perencanaan PBJP: 

a) Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk Penyedia 

Jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil; 

b) Nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 

(lima belas miliar rupiah) dialokasikan hanya untuk 

Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha 

kecil dan/atau koperasi; 

4) Usaha non kecil melaksanakan pekerjaan dapat melakukan 

kerja sama usaha dengan UMK dalam bentuk kemitraan, 

subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada UMK yang 

memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. 

 

h. Mendorong Pelaksanaan Penelitian dan Industri Kreatif 

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung 

kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek. Jumlah 

anggaran tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar 

mencapai sasaran yang diinginkan. Ketentuan  khusus untuk 

Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan penelitian diatur oleh 

Permenristekdikti. 

Industri kreatif menjadi salah satu bidang yang akan 

dikembangkan oleh pemerintah karena dapat menyerap banyak 

tenaga kerja dan  dapat membangun citra dan nilai budaya nasional. 

Contoh bidang industri kreatif antara lain: Periklanan, Arsitektur, 

Pasar Barang Seni, Kerajinan, Desain, Fesyen dan Kuliner. 

Kebijakan untuk menumbuhkan industri kreatif adalah  

1) Mengintegrasikan aset dan potensi industri kreatif 

2) Mendorong inovasi dalam industri kreatif 
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3) Meningkatkan kesadaran masyarakat  dan apresiasi atas 

industri kreatif termasuk HAKI (hak atas kekayaan intelektual) 

4) Membentuk Badan Ekonomi Kreatif. 

(sumber: Perpres 6 tahun 2015 tentang Bekraf). 

 

i. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang Berkelanjutan 

Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa 

yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan 

secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta 

signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam 

keseluruhan siklus penggunaanya. 

Aspek berkelanjutan terdiri atas :  

1) Aspek ekonomi, meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang 

usia barang/jasa tersebut;  

2) Aspek sosial, meliputi pemberdayaan usaha mikro dan usaha 

kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan 

komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan  

3) Aspek lingkungan hidup, meliputi pengurangan dampak negatif 

terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, 

serta menggunakan sumber daya alam secara bijaksana.  

Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, 

karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat. Aspek yang 

satu akan mengakibatkan aspek yang lainnya terpengaruh. 

Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat 

menciptakan hubungan yang adil (equitable). Hubungan antara 

ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (viable). 

Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar 

dapat terus bertahan (bearable). Ketiga aspek yaitu aspek ekonomi, 

sosial dan lingkungan akan menciptakan kondisi 

berkelanjutan (sustainable).   
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Kebijakan pengadaan berkelanjutan antara lain: 

1) Mengeluarkan Perpres 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 

2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah 

menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor 

P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Tata Cara Penerapan 

Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan 

Jasa Ramah Lingkungan Hidup; 

3) Penerapan konservasi energi dengan pemberlakukan label 

tingkat hemat energi pada peralatan listrik rumah tangga antara 

lain AC, lemari pendingin, mesin cuci dan lain lain sesuai 

dengan amanah UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi dan PP 

70/2009 yang mulai berlaku 2018.  

Penerapan konservasi energi dengan pemberlakukan label 

tingkat hemat energi pada peralatan listrik rumah tangga antara lain 

AC, lemari pendingin, mesin cuci dan lain lain  sesuai dengan amanah 

UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi dan PP 70/2009 yang mulai 

berlaku 2018. 

           

B. Latihan  

Diskusikan hubungan antara tujuan dan kebijakan pengadaan 

barang/jasa pemerintah! 

 

C. Rangkuman 

Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terdiri dari:  

1. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;  

2. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, 

dan kompetitif;  

3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia 

Pengadaan Barang/Jasa;  

4. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;  
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5. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi 

elektronik;  

6. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional 

Indonesia (SNI); 

7. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 

Menengah;  

8. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan  

9. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan. 

 

D. Evaluasi Materi Pokok 

1. Pelaksanaan pengadaan mulai perencanaan sampai dengan selesai wajib 

dilakukan elektronik agar proses pemilihan dilakukan secara terbuka bagi 

semua penyedia yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, hal ini 

merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa….  

A. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, 

terbuka, dan kompetitif 

B. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia 

Pengadaan Barang/Jasa  

C. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa 

D. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi 

elektronik  

2. Kebijakan pengadaan barang/jasa yang relevan atau upaya untuk 

mencapai tujuan pengadaan “Menghasilkan B/J yang tepat untuk setiap 

uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, 

lokasi, biaya dan penyedia” adalah … 

A. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 

B. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 

C. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

Usaha Menengah 

D. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif 
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3. Dalam melaksanakan kebijakan “Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa 

yang berkelanjutan” terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan yaitu … 

A. Keuangan, Sosial, Lingkungan Hidup 

B. Keuangan, Budaya, Lingkungan Hidup 

C. Ekonomi, Budaya, Lingkungan Hidup 

D. Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup 

4. Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang 

bernilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), hal ini sesuai pre 

A. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;  

B. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi 

elektronik;  

C. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar 

Nasional Indonesia (SNI); 

D. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

Usaha Menengah;  

 

5. Penerapan konservasi energi dengan pemberlakukan label tingkat hemat 

energi pada peralatan listrik merupakan bentuk pengaplikasian kebijakan 

… 

A. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) 

B. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

Usaha Menengah 

C. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif 

D. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan 

 

E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 Cocokkan jawaban Anda dengan  kunci jawaban  evaluasi materi pokok  

yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah  jawaban Anda yang benar, 

kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat 

penguasaan anda terhadap materi pokok. 
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Rumus: 

Tingkat Penguasaan = 
                   

                   
 x 100% 

 

Arti tingkat penguasaan yang anda capai: 

100%            = baik sekali 

80%              = baik 

0-60%           = kurang 

 

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, bagus! Berarti Anda 

telah memahami materi pokok. Tetapi bila tingkat penguasaan anda masih di 

bawah 80%, anda harus mengulangi lagi materi pokok 2 terutama bagian yang 

belum anda kuasai. 
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Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta 
diharapkan mampu menjelaskan prinsip dan etika Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah  

BAB IV 

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

 

A. Uraian Materi  

1. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa 

Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, 

bertindak, dan sebagainya (KBBI, 2018). Jadi prinsip pengadaan adalah 

sikap (attitude) yang menjadi pokok dasar berpikir dalam melaksanakan 

Pengadaan Barang/Jasa. 

Dengan penerapan prinsip-prinsip pengadaan dapat dipastikan akan 

diperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasinya dan kualitas yang 

maksimal serta biaya pengadaan yang minimal. Di samping itu dari sisi 

penyedia barang/jasa akan terjadi persaingan yang sehat dan pada 

gilirannya akan mendorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan 

kemampuan penyedia barang/jasa. 

Manfaat memahami prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa adalah: 

a. Mendorong praktik Pengadaan Barang/Jasa  yang baik. 

b. Meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara. 

c. Menekan kebocoran anggaran. 

d. Terwujudnya pemerintahan yang bersih. 

 

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:  

a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas 

dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana 

yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas 

yang maksimum.  

Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar Pengadaan Barang/Jasa 

efisien adalah: 
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1) Identifikasi kebutuhan dengan tepat untuk memastikan Pengadaan 

Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. 

2) Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa harus diterapkan 

prinsip-prinsip dasar lainnya  

3) HPS (Harga Perkiraan Sendiri) disusun berdasarkan keahlian dari 

sumber informasi dapat dipertanggungjawabkan  

4) Penetapan metode pemilihan harus dilakukan secara tepat sesuai 

kondisi yang ada. Kesalahan penetapan metode pemilihan dapat 

mengakibatkan pemborosan biaya dan waktu 

5) Evaluasi terhadap seluruh penawaran untuk mendapatkan value for 

money yang terbaik 

6) Perhitungan prestasi pekerjaan harus sesuai dengan pekerjaan 

terpasang yang dapat diterima agar tidak menimbulkan kelebihan 

pembayaran. 

 

Contoh pengadaan yang efisien namun tidak terbatas pada: 

Suatu Kecamatan di Provinsi Jaya Raya membutuhkan 1 unit kendaraan 

operasional dalam kota, dibutuhkan paling lambat 30 Agustus 2018 

dengan pagu anggaran Rp. 350 juta. Ada beberapa pilihan metode 

pemilihan yang akan digunakan yaitu e-purchasing, tender cepat dan 

tender. Maka metode pemilihan yang lebih efisien untuk pengadaan 

kendaraan tersebut adalah e-purchasing. 

 

b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan 

dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya.  

Langkah-langkah mendorong pengadaan yang efektif: 

1) Identifikasi kebutuhan dengan tepat untuk memastikan Pengadaan 

Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. 

2) Penyusunan spesifikasi/KAK harus berdasarkan sesuai dengan 

kebutuhan, kondisi lapangan dan ketentuan yang berlaku 
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3) Evaluasi teknis penawaran harus dilakukan dengan benar dan 

memastikan spesifikasi yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, 

jika diperlukan dapat meminta uji mutu produk yang ditawarkan. 

4) Spesifikasi dalam lampiran syarat-syarat khusus kontrak sesuai 

dengan spesifikasi yang dibutuhkan 

5) Pemeriksaan spesifikasi harus dilakukan dengan benar pada 

sebelum dilakukan serah terima pekerjaan yang meliputi 

pemeriksaan fisik (visual dan dimensi), uji fungsi dan kehandalan 

(performance) dan uji destruktif (jika diperlukan). 

 

Contoh pengadaan yang efektif:  

Suatu Kecamatan di Provinsi Jaya Raya membutuhkan 1 unit kendaraan 

operasional dalam kota, dibutuhkan paling lambat 30 Agustus 2018 

dengan pagu anggaran Rp. 350 juta. Ada beberapa pilihan spesifikasi 

teknis mobil yaitu mobil MPV dengan 1300 sd 1500 CC atau mobil 

MPV/SUV dengan diatas 2000 CC. Spesifikasi  teknis yang paling tepat 

untuk kendaraan operasional dalam kota adalah MPV 1300 sd 1500 CC. 

 

c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai 

Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas 

oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada 

umumnya.  

Langkah-langkah mendorong pengadaan yang Transparan: 

1) Semua peraturan/kebijakan/ketentuan proses pemilihan penyedia 

barang/jasa  harus transparan  

2) Peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses Pengadaan 

Barang/Jasa harus transparan; 

3) seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk 

mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; 

4) Penyedia yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan harus 

diumumkan secara luas 
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Contoh pengadaan yang Transparan :  

Pengadaan kendaraan operasional melalui e-purchasing dimana proses 

pengadaan mulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan serah 

terima dapat diketahui dengan jelas melalui aplikasi e-catalog. 

 

d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua 

Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu 

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.  

Langkah-langkah mendorong pengadaan yang Terbuka: 

1) Proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan secara terbuka 

dan dapat diakses oleh seluruh calon peserta 

2) Tidak mempersyaratkan kriteria tertentu yang menguntungkan salah 

satu peserta 

Contoh pelaksanaan pengadaan secara Terbuka. 

Pengadaan kendaraan operasional dapat diikuti oleh semua penyedia 

kendaraan yang memenuhi persyaratan. 

 

e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui 

persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia 

Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat 

diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada 

intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam 

Pengadaan Barang/Jasa. Langkah-langkah mendorong pengadaan yang 

Bersaing : 

a. Pengadaan Barang/Jasa harus dapat diakses oleh seluruh calon 

peserta; 

b. Dalam setiap tahapan dari proses pengadaan harus mendorong 

terjadinya persaingan sehat 

c. Kondisi yang memungkinkan masing-masing calon peserta 

mampu mempersiapkan penawaran berkaitan dengan tingkat 

kompetitifnya serta peluang untuk memenangkan tender/seleksi. 
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d. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa harus secara aktif 

menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan 

yang sehat. 

Contoh pelaksanaan pengadaan secara Bersaing: 

Pasar kendaraan bermotor merupakan pasar persaingan sempurna 

dimana pembeli dan penjual sudah mengetahui dengan jelas 

spesifikasi teknis masing-masing produk dan harganya. 

 

f. Adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon 

Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan 

kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan 

nasional.  

Langkah-langkah mendorong pengadaan yang adil: 

1) Memberi perlakukan yang sama kepada seluruh peserta   

2) informasi yang diberikan harus akurat dan dapat dimanfaatkan untuk 

semua  

Contoh pelaksanaan pengadaan yang Adil: 

Pada Pengadaan kendaraan operasional semua penyedia kendaraan 

dapat mengikuti proses pengadaan kendaraan melalui e-purchasing. 

 

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang 

terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Langkah-langkah mendorong pengadaan yang akuntabel adalah  

1) Adanya arsip dan pencatatan yang lengkap terhadap seluruh proses 

Pengadaan Barang/Jasa  

2) Adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakkan aturan-

aturan, dan  

3) Adanya mekanisme untuk mengevaluasi, mereview, meneliti dan 

mengambil tindakan terhadap protes dan keluhan yang dilakukan 

oleh peserta. 
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Contoh pelaksanaan pengadaan yang akuntabel: 

Proses Pengadaan kendaraan operasional dilaksanakan sesuai 

ketentuan yang mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima 

dan harga yang digunakan harga yang sudah dipublikasi secara luas. 

 

2. Etika Pengadaan Barang/Jasa 

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan 

tentang hak dan kewajiban moral/akhlak (KBBI, 2018).  Jadi etika 

pengadaan adalah norma yang mengatur tindakan yang harus dilakukan 

dan tindakan yang dilarang dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 

Salah satu upaya untuk membuat Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah menjadi lebih kredibel adalah dengan cara menerapkan etika 

di antara Pengelola dan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Penerapan 

etika bagi Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa menjadi sangat penting sehingga kepercayaan akan 

Pengadaan Barang/Jasa akan semakin kuat. Etika Pengadaan 

Barang/Jasa sebagai berikut: 

a. Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi 

etika sebagai berikut :  

1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab 

untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan 

Pengadaan Barang/Jasa;  

2) Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan 

informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk 

mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;  

3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung 

yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;  

4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;  

5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan 

pihak  yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
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yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan 

Barang/Jasa; 

6) Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan 

negara;  

7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau 

kolusi sesuai UU no. 30 tahun 2014 tentang administrasi 

pemerintahan; dan  

8) Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk 

memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa 

saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga 

berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. 

Contoh  penerapan etika PBJ: 

Pokja Pemilihan bekerja secara professional melakukan proses pemilihan 

penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku dengan menentukan 

persyaratan penawaran yang adil bagi semua peserta tender dan tidak 

menjanjikan agar penyedia tertentu yang dapat menjadi pemenang. 

 

b. Pertentangan kepentingan pihak yang terkait, dalam hal:  

1) Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan 

usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau 

personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi 

yang sama;  

2) Konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana 

Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali 

dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;  

3) Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan 

Perencana;  

4) Pengurus/Manajer koperasi yang mengikuti Tender/Seleksi pada 

Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, yang mana pengurus 

koperasi merangkap sebagai PA/KPA/PPK/Pokja 

Pemilihan/Pejabat Pengadaan;  
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5) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan 

Penyedia;  

6) Beberapa perusahaan yang mengikuti tender/seleksi yang sama, 

dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang 

sama, yang mana sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) 

dikuasai oleh pemegang saham yang sama. 

 

B. Latihan  

Diskusikan:  

1. Perbedaan masing-masing prinsip pengadaan! 

2. Masing-masing 1 contoh yang bukan merupakan etika dan pertentangan 

kepentingan dalam PBJ sehingga dapat dilakukan 

 

C. Rangkuman 

1. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa terdiri: 

a. Efisien 

b. Efektif 

c. Transparan 

d. Terbuka 

e. Bersaing 

f. Adil 

g. Akuntabel 

2. Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika 

sebagai berikut :  

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk 

mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan Pengadaan 

Barang/Jasa;  

b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan 

informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah 

penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;  
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c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung 

yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;  

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;  

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan 

pihak  yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan 

Barang/Jasa; 

f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan 

negara;  

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau 

kolusi sesuai UU no. 30 tahun 2014 tentang administrasi 

pemerintahan; dan  

h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk 

memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja 

dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan 

dengan Pengadaan Barang/Jasa. 

3. Pertentangan kepentingan pihak yang terkait, dalam hal:  

a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan 

usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel 

inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang 

sama;  

b. konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana 

Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali 

dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;  

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan 

Perencana;  

d. Pengurus/Manajer koperasi yang mengikuti Tender/Seleksi pada 

Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, yang mana pengurus 

koperasi merangkap sebagai PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat 

Pengadaan;  
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e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan 

Penyedia;  

f. beberapa perusahaan yang mengikuti tender/seleksi yang sama, 

dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang 

sama, yang mana sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) 

dikuasai oleh pemegang saham yang sama. 

 

D. Evaluasi Materi Pokok 

1. Pengadaan kendaraan operasional dapat diikuti oleh semua penyedia 

kendaraan yang memenuhi persyaratan, merupakan upaya pelaksanaan 

prinsip… 

A. Efisien  

B. Efektif 

C. Terbuka 

D. Transparan 

2. Proses Pengadaan kendaraan operasional dilaksanakan sesuai ketentuan 

yang mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima dan harga yang 

digunakan harga yang sudah dipublikasi secara luas, merupakan upaya 

pelaksanaan prinsip… 

A. Terbuka 

B. Adil 

C. Akuntabel 

D. Transparan 

3. Pasar kendaraan bermotor merupakan pasar persaingan sempurna 

dimana pembeli dan penjual sudah mengetahui dengan jelas spesifikasi 

teknis masing-masing produk dan harganya, merupakan upaya 

pelaksanaan prinsip… 

A. Terbuka 

B. Adil 

C. Akuntabel 

D. Bersaing 
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4. Berikut ini yang bukan merupakan etika pengadaan barang/jasa adalah … 

A. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait  

B. Tidak mempertentangkan kepentingan dan persaingan usaha tidak 

sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa 

C. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan 

negara 

D. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau 

kolusi sesuai UU no. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan 

5. Berikut ini yang bukan merupakan pertentangan kepentingan pihak terkait 

adalah … 

A. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, 

merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada 

badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;  

B. konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan 

Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya dalam pelaksanaan 

Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;  

C. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan 

Perencana;  

D. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak 

langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia;  

 

E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 Cocokkan jawaban Anda dengan  kunci jawaban  evaluasi materi 

pokok  yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah  jawaban Anda yang 

benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat 

penguasaan anda terhadap materi pokok. 

Rumus: 

Tingkat Penguasaan = 
                   

                   
 x 100% 
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Arti tingkat penguasaan yang anda capai: 

100%            = baik sekali 

80%              = baik 

0-60%           = kurang 

 

Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, bagus! Berarti Anda 

telah memahami materi pokok. Tetapi bila tingkat penguasaan anda masih di 

bawah 80%, anda harus mengulangi lagi materi pokok 3 terutama bagian yang 

belum anda kuasai. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu: 

a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang 

dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, 

lokasi, dan Penyedia;  

b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;  

c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;  

d. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;  

e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa 

hasil penelitian;  

f. Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;  

g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan 

kesempatan berusaha;  

h. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan. 

2. Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terdiri dari:  

a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;  

b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, 

terbuka, dan kompetitif;  

c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia 

Pengadaan Barang/Jasa;  

d. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;  

e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi 

elektronik;  

f. Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar 

Nasional Indonesia (SNI); 

g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

Usaha Menengah;  

h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan  

i. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan. 
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3. Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi 

etika sebagai berikut :  

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab 

untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan 

Pengadaan Barang/Jasa;  

b. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan 

informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk 

mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;  

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung 

yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;  

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;  

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan 

pihak  yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan 

Barang/Jasa; 

f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan 

negara;  

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau 

kolusi sesuai UU no. 30 tahun 2014 ttg administrasi pemerintahan; 

dan  

h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk 

memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa 

saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga 

berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. 

4. Pertentangan kepentingan pihak yang terkait, dalam hal:  

a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan 

usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel 

inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang 

sama;  
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b. Konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana 

Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali 

dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;  

c. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan 

Perencana;  

d. Pengurus/Manajer koperasi yang mengikuti Tender/Seleksi pada 

Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, yang mana pengurus 

koperasi merangkap sebagai PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat 

Pengadaan;  

e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun 

tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan 

Penyedia;  

f. beberapa perusahaan yang mengikuti tender/seleksi yang sama, 

dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang 

sama, yang mana sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) 

dikuasai oleh pemegang saham yang sama. 

 

B. Implikasi  

Setelah mempelajari modul ini, para peserta pelatihan diharapkan dapat 

memahami dan menambah pengetahuan tentang tujuan, kebijakan, prinsip, dan 

etika pengadaan barang/jasa pemerintah. 

 

C. Tindak Lanjut  

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan lebih memahami tentang 

Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa, maka setelah 

mempelajari modul ini peserta pelatihan diharapkan dapat memperdalam 

pemahaman materi dengan membaca buku yang ada dalam daftar pustaka 

maupun literatur lain. 

 

  



 

                                            Materi 2: Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika PBJ | 46  Pelatihan PBJP Tingkat Dasar  
Versi 4, 2021 
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A. Jawaban latihan soal: Bab II. Tujuan Pengadaan Barang/Jasa 
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D. Jawaban materi pokok 3: Bab IV. Prinsip dan Etika Pengadaan 
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GLOSARIUM 

 

Adil : memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon 
Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk 
memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap 
memperhatikan kepentingan nasional.  
 

Akuntabel : harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 
dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan 
 

Bersaing  : Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui 
persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin 
Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi 
persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang 
ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi 
yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam 
Pengadaan Barang/Jasa. 
 

Efisien  : Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan 
menggunakan dana dan daya yang minimum untuk 
mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang 
ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan 
untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang 
maksimum 
 

Efektif  
 

: Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan 
dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya. 
 

Etika 
pengadaan 

: Norma yang mengatur tindakan yang harus dilakukan dan 
tindakan yang dilarang dalam melaksanakan Pengadaan 
Barang/Jasa. 
 

Kebijakan  : bagian dari strategi untuk mencapai tujuan Pengadaan 
Barang/Jasa 
 

Pengadaan 
Berkelanjutan  

: Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai 
nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak 
hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta 
signifikan mengurangi dampak negatif terhadap 
lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaanya. 
 

Prinsip 
pengadaan  
 

: Sikap (attitude) yang menjadi pokok dasar berpikir dalam 
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa 
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SNI : Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

SNI wajib  : SNI yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis untuk 
sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau 
parameter dalam SNI demi kepentingan keselamatan, 
keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi 
lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis 
 

SNI sukarela  : SNI yang tidak wajib dan untuk ditetapkan oleh pelaku 
usaha 
 

Produk dalam 
negeri  

: produk barang/jasa termasuk rancang bangun dan 
perekayasaan yang diproduksi dan dikerjakan oleh 
perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di 
Indonesia yang dalam proses produksi atau 
pengerjaannya dimungkinkan menggunakan bahan 
baku/komponen impor 
 

 TKDN 
(Tingkat 
Komponen 
Dalam Negeri) 

: Nilai isian dalam persentase dari komponen produksi 
dalam negeri termasuk biaya pengangkutannya yang 
ditawarkan dalam item penawaran harga barang/jasa. 

Transparan  : semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan 
Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara 
luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh 
masyarakat pada umumnya 
 

Value for 
money 

: Istilah yang digunakan untuk menilai bahwa organisasi 
telah memperoleh manfaat yang maksimal dari 
barang/jasa yang diadakan 

 

 

 

 

 

 

 


